BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 366 /F-04/ X /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Status Pengguna Barang Milik Daerah Tahun 2019;

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322));

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

547); ?






Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310},

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017
Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor
18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
Nomor 18}.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2019.

Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Tahun
2019, dengan daftar rincian Barang Milik Daerah pada
Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini;

Status Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Barang Milik
Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Kepala
Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kepala Perangkat Daecrah selaku Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat
melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; r);
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Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi
atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. G

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Oktober 2020
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,
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